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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERG] DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
POKOK-POKOK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, perlu mengatur
kembali ketentuan keadaan kahar (force majeure) dalam
pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik antara
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan badan
usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017
tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga
Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mentert Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017
tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga

Listrik;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Dayva Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5585);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik
Negara Menjadi Perusahaan  Perseroan  (Persero)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 34);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5530);



10.

11.

12

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Menteri Energi.dan Sumber Daya Mineral
Nomor 03 Tahun 2007 tentang Aturan Jaringan Sistem
Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem
Tenaga Listrik Sumatera;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 166) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 560);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 02 Tahun 2015 tentang Aturan Jaringan Sistem
Tenaga Listrik Sulawesi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Aturan Jaringan Sistem
Tenaga Listrik Kalimantan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 982);



Menetapkan

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam
Perjanjién Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor  151)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1106);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG POKOK-POKOK DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI TENAGA LISTRIK.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 28
dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian
Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1106) dihapus,
sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28
(1) Para pihak dibebaskan dari kewajibannya apabila terjadi

keadaan kahar (force majeure).
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(2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:

a. bencana alam (natural force majeure);
b. dihapus;
c. dihapus.

(3) Dalam hal keadaan kahar (force majeure) dikarenakan
bencana alam (natural force majeure) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menyebabkan
tertundanya pelaksanaan COD maka jadwal pelaksanaan
COD dapat diperpanjang sesuai dengan waktu
berlangsungnya bencana alam (natural force majeure)
termasuk waktu untuk perbaikan pada proyek yang
diperlukan.

(4) Dalam hal keadaan kahar (force majeure) dikarenakan
bencana alam (natural force majeure) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menyebabkan energi
yang dibangkitkan tidak dapat disalurkan, PJBL dapat
diperpanjang sesuai dengan waktu berlangsungnya
bencana alam (natural force majeure) termasuk waktu

untuk perbaikan pada proyek yang diperlukan.

(5) Dihapus.
(6) Dihapus.
(7) Dihapus.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
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